BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH ATAU RETRIBUSI DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BERAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

bahwa dengan adanya perubahan pada Peraturan Bupati
Berau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah atau Retribusi Daerah Kabupaten Berau dalam
Pasal 2 ayat (2) maka perlu merubah Peraturan Bupati
Tersebut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut diatas, maka perlu diatur dengan
Peraturan Bupati Berau.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820),

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
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Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari
Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4050);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor i4 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 83
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 4653);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran
Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8) Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang
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Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau
Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011
Nomor 5);

14. Peraturan Bupati Berau Nomor 56 Tahun 2015 tentang
Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 56);

15. Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah Kabupaten
Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017
Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI BERAU NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH ATAU RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BERAU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 1
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi
Daerah Kabupaten Berau (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 1)
diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 2

(1) Dalam rangka melaksanakan pemungutan pajak daerah atau
retribusi daerah diberikan insentif pemungutan pajak daerah
atau retribusi daerah.

(2) Insentif pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional
dibayarkan kepada :

a. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak
dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-
masing;

b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab
pengelolaan keuangan daerah;

c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan daerah;
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d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat
kampung, kelurahan serta kecamatan, dan tenaga lainnya
yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak;
dan

e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut
Pajak dan Retribusi.

(3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan
Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dan huruf c, diberikan dalam hal belum diberlakukan
ketentuan remunerasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Berau.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Berau.

“ Ditetapkan di Tanjung Redeb
; pada tangga , B7 Ayt 2017
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Diundangkan di Tanjung Redeb -
pada tanggal, 17 /Apr'1 2017

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 4



